
KEPUTUSAIII KEPALA I{ATTTOR WILAYAH KEIIITNTERIAIV AGAMA.
PRO1IIIYSI JAWA TIMUR

lroMoR 4374 TAITUN 2018
TEITTANG

PEIIfiBEXIAfi IZIN OPERASIOI{AI" PEIYDIRIAI{
MADRASAH ALIYATI SUNAI{ KALIJOGO PARIJATAII U'ETAIT SROITO

KABUPATTI{ BANYTIWANGI PROVIilSI JAEIA TIMUR

DEIIGAN RAHIYIAT TUHAN YAITG MAIIA ESA

KEPALA KAIT?OR WILAYAII KTMEIITTERIAIT AGAIYIA PRO\IHTSI JATIIA TIMUR,

Menimtrang a. bahu,a dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, periu memLrerikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi bertradan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar
nasional pendidikan;

b. Lrahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif,
teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan
Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan
Maclrasah Nomor : 1 161/Kw.13.2"5/PP.OA l09l2Al8
tanggal AT SEPTEMBER 2018 dan Rekomendasi dari
Kepaia Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
BANYUWANGI Nomor:
2125/kk.L3.3O/2/PP.O0/07 /2A18 tanggai 23 Juli 2O1B;

c. bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
fimur tentang lzin Cperasionai Pendirian MADRASAH
ALIYAH SUNAN KALIJOGO PARiJATAH WETAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI Provinsi Jawa Tirnur.

Mengingat 1 Undang-Unclang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2tl03 Nomor 78, Tamlrahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

'2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Inclonesia
Nomor a301);

3. Peraturan Pemerintah Ncmor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4L, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nclmor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomar
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendirlikan
{l"emLraran Negara RepuLrlik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor
5a10);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendiciikan l)asar (Iembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lrmbaran
I{egara Republik Indonesia Nomor a863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 20CI8 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 9L, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a86al

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, 'Iambaha.n lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
494t\, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2A17 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2010 tentang
Pengeiolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Ncmor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2AA7 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah'Isanawiyah, dan Sekoiah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

{). Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
KabupatenlKata sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun '2A73 kntang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Penctidikan di Kabupaten/ Kota ;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah iBerita |]5rgara Republik Indonesia Tahun '2012
Ncmor 206] sebagaimana telah diubah dengan Peraf.uran
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Isiam
pada Sekolah {Berita Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68al;
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Menetapkan

KESATU

KBDUA

KETIGA

KBEMPAT

KELIMA

12. Peraturan Mentert Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2416 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2Ol3 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah:

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WiLAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SUNAN KALIJOGO PARIJATAH $TETAN
SRONO KABUPATtrN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR.

: MemLrerikan izin operasional pendirian madrasah sebagairnana
tercanturn dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bagi MADRASAH ALIYAH setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala
Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. Menlrampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta d.idik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akredita si sekolah/ madrasah
kepada BAP-S/l\4 sesuai ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi stanrlar
pelayanan minirnal penSzelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf L)

rnendapat peringkat minimal C, maka izirr operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelavanan minimai penyeienggaraan pendidikan danl atani hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat peringkat minimai C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicalrut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 September 2018

KANTOR WILAYAH
AOAMA

JAWA TiMUR,

*""1f,
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l,AMPIRAN
KBPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KBMENTTRIAN AGA]\4A
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4370',rAI{UN 2018
TENTANG
Ptr]VIBBRiAN IZIN OPERASIONAL
PtrNDIRIAN MADRASAH ALIYAH
SUNAN KALIJOGO PARIJA:I'AH
WETAN SRONO KABUPATBN
BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

IDtrNTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPtrRASIONAL

KANTOR \I/ILAYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,

1 Nama Madrasatr MADRASAH ALIYAH SUNAN KALIJOGO
PARIJATAI-I \METAN SRONO KABUPATtrN
BANYUWANGI

2 Nomor Statistik Madrasah 1312351000s9

,)
.) Alamat Madrasah JL. PRAJURIT SYAKUR

DBSA/ KBLURAHAN PARIJATAH WE'TAN

KtrCAMATAN SRONO

KABUPATEN BAIVYIJWANGi

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN ItrAI MAHRUS ALI

5 Akt"e Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 137, ZTAUL HAK, SH., M.KN.

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-0019453.AH.01.04. TAHUN Zofi /
27 AKTAFFR 2015

BA}IRIT


